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ABSTRAK

Pada hakekatnya pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun ini, pengambilannya tidak mengalami kesulitan karena angsuran pinjamannya langsung dipotong oleh Kantor Pembendaharaan Negara dalam hal ini Kantor Pos yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pemotongan pensiun yang dikirim oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Akan tetapi bukan berarti pemberian kredit dengan hak atas pensiun ini tidak ada kendala yang menghambat kelancaran pengembalian kredit pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian peminjam yang menunggak dalam pembayaran kredit. Adapun yang menjadi sebab adanya tunggakan adalah peminjam mengalami wanprestasi dan atau mengalami overmacht.

Upaya yang dilakukan oleh bank dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Samarinda dalam menyelesaikan kredit yang masih belum terbayar adalah sebagai berikut : Bagi pensiunan yang mengalami wanprestasi dengan disebabkan tidak diambilnya uang pensiun, maka upaya yang akan dilakukan oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda adalah melihat terlebih dulu berapa kali dia melakukan penunggakan apabila penunggakan telah terjadi tiga kali secara berturut-turut, maka pihak bank akan mendatangi Kantor Pos dimana si nasabah itu biasa mengambil uang pensiun tersebut untuk dimintai penjelasan apa yang menjadi penyebab tidak terbayarnya angsuran pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Setelah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari tidak terbayarnya angsuran itu, maka pihak bank akan mendatangi alamat dari peminjam untuk memberikan somasi atau peringatan bahwa dengan terlambatnya pembayaran angsuran itu akan merugikan nasabah itu sendiri. Upaya bank bagi peminjam yang meninggal dunia, maka terlebih dulu melihat atau harus mengetahui usia dari peminjam. Hal ini dilakukan mengingat bahwa usia peminjam ini mempengaruhi dan menentukan asuransi mana yang menjamin si penerima pensiun tersebut. Dengan demikian apabila ada peminjam yang meninggal dunia sedang kreditnya belum terlunasi, maka upaya Bank Mandiri Cabang Samarinda yaitu melakukan klaim terhadap asuransi dimana surat keputusan tersebut menjadi tanggungannya yang didasarkan atas usia peminjam. Pengajuan klaim ini didasarkan atas sisa sebenarnya yang bertepatan dengan bulan meninggalnya si penerima pensiun.

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pembangunan di Indonesia dilakukan dengan cara bertahap dalam jangka lima tahunan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk meletakkan dasar dan arah bagi pembangunan berikutnya. Agar tujuan ini tercapai, maka diharapkan partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia untuk tercapainya pemerataan pembangunan di segala bidang ataupun aspek kehidupan, yang salah satunya adalah aspek perekonomian. Aspek ini perlu mendapat perhatian yang serius lantaran langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan kesejahteraan rakyat ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh rakyat termasuk didalamnya pihak perbankan. Partisipasi perbankan dalam perekonomian begitu penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat terutama dalam penyediaan kredit. Penyediaan kredit ini dilaksanakan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama didalamnya pegawai negeri.

Pegawai negeri yang merupakan bagian dari rakyat mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan roda pemerintahan. Oleh karena itu pemerintah perlu memperhatikan terhadap kesejahteraan pegawai negeri tersebut.

Pegawai negeri yang merupakan aparat negara dan abdi masyarakat adalah pelaksana kebijaksanaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan guna menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, pegawai negeri adalah :

“Mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan, maka pemerintah sangat memperhatikan terhadap kesejahteraan pegawai negeri. Hal ini sangatlah berkaitan erat dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dibebankan negara kepadanya. Perhatian yang diberikan kepada pegawai negeri antara lain hak untuk mendapatkan pensiun.
Yang dimaksud pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 pada pasal 1 adalah “Pensiun adalah jaminan di hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan”. Dengan pensiun ini diharapkan nantinya dapat dipergunakan sebagai jaminan di hari tua dan juga sebagai penopang apabila pegawai negeri tersebut telah tua dalam arti sudah tidak produktif lagi.
Menurut penulis hak atas pensiun termasuk benda bergerak tak berwujud yang akan ada di kemudian hari dikarenakan hak atas pensiun apabila sudah tiba waktunya dapat ditagih, hak menagih merupakan benda bergerak sebagaimana ketentuan dalam pasal 511 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap : perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda-benda bergerak”.

Dengan demikian hak atas pensiun dapat dijadikan sebagai jaminan hutang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang jaminan umum disebutkan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari dapat dijadikan sebagai jaminan hutang.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “SISTEM PELUNASAN HUTANG PADA BANK APABILA DEBITUR WANPRESTASI DAN ATAU KEMUDIAN MENINGGAL DUNIA”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah pelunasan hutang apabila penerima pensiun wanprestasi atau meninggal dunia dan bagaimana pula upaya bank untuk menyelesaikan kredit yang masih belum terbayar.
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.
b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

C. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelunasan hutang apabila penerima pensiun wanprestasi atau meninggal dunia ?

2. Bagaimana pula upaya bank untuk menyelesaikan kredit yang masih belum terbayar ?
D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :
1. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :
a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di Bank Mandiri Cabang Samarinda.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :
a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
b. Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :
1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang hak atas pensiun sebagai jaminan hutang pada bank.
3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

E. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan ini, penulisan akan memberikan ulasan-ulasan secara singkat mengenai materi yang menjadi permasalahan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari sebagai berikut : Alasan Pemilihan Judul; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Perumusan dan Pembatasan Masalah; Metode dan Teknik Penelitian; serta Sistematika Pembahasan.
Isi Bab I Pendahuluan ini memuat garis-garis besar pembahasan skripsi, yang mana penulis maksudkan agar dapat diperoleh gambaran mengenai jalan pikiran penulisan dan kiranya mempermudah dalam hal memahami isi skripsi secara keseluruhan.

BAB II KERANGKA TEORITIS, yang berisi sebagai berikut: Pengertian Kredit; Jaminan; Hak Atas Pensiun Sebagai Hak Kebendaan; dan Hak Atas Pensiun Sebagai Jaminan Hutang.
BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dimana merupakan suatu jawaban atas adanya permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang terurai dalam bab sebelumnya, hal mana terlihat adanya kesenjangan antara teori dan prakteknya.

Untuk itu melalui Bab III ini, penulis akan menguraikan antara lain : Pelunasan Hutang Apabila Penerima Pensiun Wanprestasi atau Meninggal Dunia; dan Upaya Bank Untuk Menyelesaikan Kredit Yang Masih Belum Terbayar.

Selanjutnya, pada BAB IV Penutup, akan penulis sajikan kesimpulan dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Kemudian tak lupa penulis akan mencoba untuk memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan sesuai dengan kemampuan yang ada.
BAB II KERANGKA TEORITIS
A. Pengertian Kredit
Kredit merupakan perkataan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pinjaman uang. Pinjaman uang ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah kredit, misalnya dalam bentuk Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan sebagainya.
Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “credere” artinya percaya (Belanda : vertrouven, Inggris : believe, trust of confidence).1) Seseorang yang memperoleh kredit, berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar daripada kredit adalah kepercayaan.

Pengertian kredit dilihat dari sudut ekonomi, artinya penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang atau barang tidak dilakukan pada saat menerimanya, akan tetapi dilakukan pada masa yang akan datang.
Seseorang yang menyerahkan barang atau jasa dengan dasar kepercayaan pada orang lain timbul atau dapat ditimbulkan adanya kepercayaan yang dilandasi dua kemungkinan yaitu sebagai berikut :

Pertama, kepercayaan yang diberikan karena pemberi atau pelepas uang telah mengetahui sikap mental maupun moral dari orang yang menerima pinjaman, karena adanya tali persahabatan atau ikatan dalam pikiran masing-masing pihak untuk saling percaya mempercayai satu sama yang lain. Apabila si peminjam ada motivasi untuk melakukan kecurangan, dalam pikirannya akan terlintas akibat-akibat yang ditimbulkannya misalnya perasaan malu, sanksi moral yang telah membuat hidupnya tidak dapat tenteram dan tenang. Kredit yang dilandasi kepercayaan ini merupakan kredit murni.
Kedua, kepercayaan yang timbul lantaran adanya suatu yang berupa benda-benda tertentu (materi). Hal ini jarang atau sulit timbulnya kepercayaan tanpa adanya suatu syarat tertentu berupa jaminan, karena sebelum terjadi situasi saling mempercayai ada sikap ragu-ragu dari pihak kreditur dalam hal ini pihak bank. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan suatu penyerahan uang debitur harus meyakinkan pihak kreditur dengan menunjukkan berbagai persyaratan yang dapat membuat pihak kreditur percaya pada debitur.

Savelberg menyatakan “kredit” mempunyai arti antara lain :

· Sebagai dasar dari setiap perikatan (verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.

· Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (commadarus, depositus, regulare, pignus).2)
Levi merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :
Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak menggunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman di belakang hari.3)
Dari hal tersebut terkumpul dua pengertian yaitu sebab dan akibat. Yang merupakan sebab adalah penerima kredit “dianggap mampu” untuk mengembalikan pinjamannya di belakang hari dan akibatnya ialah si penerima kredit itu “dipercaya”.4)
Apa yang dikemukakan oleh Savelberg menunjuk kepada arti hukum kredit pada umumnya. Disini kreditur percaya bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya. Sedangkan ajaran Levi sudah menunjukkan kepada pengertian kredit secara khusus.
Adapun pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.5)
Kredit yang diberikan kepada masyarakat oleh bank mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan ini perlu dibicarakan karena tujuan adalah suatu sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan suatu hal tertentu.

Kredit mempunyai tujuan yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

a. Mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu yang diperoleh dari kontra prestasi berupa bunga dan biaya-biaya administrasi lainnya.
b. Keamanan dari prestasi benar-benar terjamin sehingga tujuan untuk memperoleh keuntungan di atas dapat tercapai tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti.6)
Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan kredit yang diberikan oleh bank yakni untuk memperoleh suatu keuntungan dengan aman tanpa adanya resiko atau gangguan yang dapat menimbulkan kesulitan.
Dalam hal pembangunan di sektor ekonomi, bank mempunyai peranan yang sangat penting guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat karena bank merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kredit.
Mengenai kredit yang ditinjau dari jangka waktunya, jangka waktu kredit ini dihitung sejak pertama kali perjanjian itu dibuat dan dihubungkan dengan sekali perjanjian saja. Ditinjau dari jangka waktu kreditnya dibedakan menjadi tiga,   yaitu :
a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun. Kredit jangka pendek termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut di atas.

c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Sedangkan kredit yang ditinjau dari sifat penggunaannya terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni :

a. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang diperoleh dari bank oleh si peminjam digunakan dalam bidang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Kredit produktif
Yaitu kredit yang diperoleh dari bank oleh si peminjam digunakan di bidang produksi, sehingga dapat diharapkan produksinya dapat meningkat dan keuntungannya bertambah serta pengembaliannya tidak mengalami kesulitan di belakang hari.

Adapun kredit yang ditinjau dari segi keperluannya, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yakni :
a. Kredit umum (eksploitasi, komersil)

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai serta menjaga kelancaran produksi atau usaha serta lebih lanjut dapat dipergunakan untuk meningkatkan produksi atau usaha.

b. Kredit ekspor
Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk membiayai ekspor barang-barang untuk penerimaan kredit.

c. Kredit impor

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank dipergunakan untuk mengimpor barang-barang untuk penerimaan kredit dengan jangka waktu sampai barang yang diimpor tiba (diterima oleh penerima kredit).

d. Kredit investasi

Yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk penanaman modal yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, misalnya dipergunakan untuk memperbaiki barang modal dan fasilitas-fasilitasnya sehingga dapat meningkatkan daya produksi. Pada saat ini kredit investasi sedang digalakkan oleh pemerintah dengan skala prioritas golongan ekonomi lemah, kredit ini dikenal dengan istilah Kredit Investasi Kecil (KIK) didasarkan atas Surat Keputusan Bank Indonesia No. 6/73/VPK tanggal      4 Desember 1973.
Mengenai kredit investasi dengan skala prioritas terhadap golongan ekonomi lemah ini sesuai dengan permintaan pemerintah terhadap Bank Umum seperti yang tersirat dalam pasal 12 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.
Dengan demikian kalau ditinjau dari segi penggunaannya termasuk dalam kategori kredit konsumtif, karena pada umumnya kredit ini dipergunakan untuk keperluan keluarga atau untuk meningkatkan taraf hidup debitur, tentunya hal ini sesuai dengan permintaan pemerintah terhadap Bank Umum seperti yang tersirat dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
B. Jaminan

Yang dimaksud jaminan adalah menjamin terpenuhinya piutang kreditur atau menjamin pembayaran kembali uang pinjaman tersebut. Jaminan berarti kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan hutang di belakang hari jika penerima kredit tidak melunasinya.
Menurut ketentuan hukum perdata, jaminan dapat digolongkan menjadi dua pengertian yaitu :

a. Pengertian jaminan secara umum

Dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Dikatakan jaminan umum karena jaminan tersebut tidak diikat secara khusus untuk jaminan kreditnya, hal ini berarti kekayaan seseorang dijadikan jaminan untuk semua hutangnya. Dengan demikian kedudukan dari kreditur-kreditur  tersebut sebagai kreditur konkuren yakni mempunyai kedudukan yang sama dalam pemenuhan piutang-piutangnya.

Mengingat jaminan sebagai kunci pengaman, maka sebelum bank memberikan kredit kepada calon nasabah, bank harus memperhatikan beberapa hal yaitu :

1) Character calon nasabah;

2) Capital (modal awal);

3) Capacity yakni kemampuan nasabah untuk mempergunakan kredit tersebut sebaik mungkin;

4) Collateral yaitu jaminan dalam arti benda-benda yang berwujud;

5) Condition of economy yakni keadaan perekonomian suatu perusahaan atau seorang nasabah, sehingga keadaan perekonomiannya mampu menimbulkan keyakinan pada bank bahwa pihak debitur mampu untuk mengembalikan jaminan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama.

Demikian pula ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang sifat jaminan umum milik debitur merupakan konkuren bagi para krediturnya kecuali ada hal-hal yang diistimewakan.
b. Pengertian jaminan secara khusus
Pengertian jaminan secara khusus didasarkan kepada kedudukan dari seorang kreditur tentunya berlainan dengan jaminan secara umum, yang mana kedudukan kreditur pada jaminan secara khusus kedudukannya adalah preferens.
Oleh karena itu, pengertian jaminan jangan diartikan secara sempit tetapi harus diartikan atau ditafsirkan secara luas dan terbuka, sehingga pengertian jaminan tersebut tidak hanya meliputi jaminan secara materi tetapi juga immaterial yaitu watak debitur, kemampuan ekonomi, manajemennya dan keadaan perusahaannya.
Mengenai jaminan khusus ini timbul sebagai akibat adanya perjanjian khusus pula antara kreditur dengan debitur, dimana dalam perjanjian tersebut obyek jaminan diperjanjikan dapat merupakan hak kebendaan atau jaminan perseorangan.

Di dalam praktek perbankan yang berkembang di Indonesia, banyak ditemui macam lembaga jaminan. Dalam hal lembaga jaminan dapat dibedakan :

a. Jaminan perorangan yaitu suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Jaminan ini melahirkan borgtoch (perjanjian tanggung menanggung).

b. Jaminan kebendaan antara kreditur dengan debitur, dimana ciri dari jaminan ini adalah adanya hubungan langsung atas benda tertentu milik debitur dan hak kebendaan ini dapat dipertahankan dari siapapun juga serta akan mengikuti kemana arah bendanya.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lembaga jaminan yang bersifat kebendaan ini berupa gadai (pand) dan hypoteek, sedangkan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa credietverband (Stb. 1908 No. 542 diubah dengan Stb. 1937) dan fiducia, yang diakui oleh yurisprudensi sejak tahun 1931.
Mengenai sifat perjanjian jaminan lazimnya diinstruksikan sebagai perjanjian accessoir (tambahan) artinya senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Hal ini berarti bahwa adanya perjanjian pemberian jaminan adalah tergantung adanya perjanjian kredit dan akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya.

Dan perjanjian accessoir memperoleh akibat hukum seperti halnya perjanjian accessoir yang lain yakni :

· Adanya ketergantungan pada perjanjian pokok;

· Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;

· Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok;

· Jika perutangan pokok beralih karena cessi, subrogasi maka ikut beralih juga tanpa adanya penyerahan khusus.9)
Cara pengikatan suatu jaminan untuk kredit didasarkan terhadap macam-macam barang jaminannya, dengan demikian maka bentuk-bentuk jaminan kredit dibedakan :
1) Bentuk jaminan tidak bergerak

a. Jaminan hipotik

Bentuk jaminan ini berlaku bagi barang-barang yang tak bergerak seperti tanah, rumah, gudang dan sebagainya. Bentuk jaminan ini tidak banyak disenangi oleh debitur karena syarat-syarat formal yang harus dipenuhi sebelum hipotik itu terjadi memerlukan banyak waktu serta memakan biaya yang banyak. Pengertian hipotik dapat ditemukan dalam pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Dari pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa :

· Hipotik adalah suatu hak kebendaan dengan berciri khas bahwa hak itu mempunyai apa yang disebut dengan “droite de suite” yang berarti hak tersebut akan mengikuti bendanya di atas nama hak itu dibebankan, dengan perkataan lain benda itu tetap dibebani hipotik tanpa melihat apakah benda itu telah dipindahtangankan kepada orang lain atau tetap berada di tangan pemiliknya semula yakni pemilik yang membebani hipotik.

· Obyek hipotik adalah benda tetap/tidak bergerak.
· Hipotik hanyalah merupakan perjanjian accessoir atau tambahan dari perjanjian pokoknya yang berupa perjanjian pinjam meminjam uang, karena merupakan perjanjian tambahan maka akan hapus dengan hapusnya perjanjian pokoknya.

· Hak hipotik berisi hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan apabila debitur wanprestasi, tidak mengandung hak untuk menguasai atau memiliki barang jaminan.

· Mempunyai sifat “droit de preverce” yaitu didahulukan dalam pelunasan piutangnya sebelum piutang yang lain dilunasi.
Dalam kekuatan hukumnya, hak atas tanah/rumah, gudang tersebut hanya diberikan dengan adanya surat-surat lengkap, berdasarkan pemasangan hipotik. Pemasangan hipotik tidak dapat dibuat di bawah tangan, melainkan harus lewat notaries. Kebenaran hak milik atas tanah/rumah dapat dibuktikan dengan surat-surat (sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha). Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah kantor pendaftaran tanah, yang menyatakan bahwa tanah, rumah dan gudang tersebut sudah didaftar untuk dihipotikkan. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotik tak bisa terjadi tanpa bukti pemilikan.
b. Credietverband

Credietverband ini mempunyai kekuatan yang sama dengan hipotik, bedanya terletak pada subyek hukumnya yakni subyek hukum dari credietverband adalah dari golongan bumi putera dan lagi tanahnya adalah tanah yang tunduk pada hukum perdata adat.

2) Bentuk jaminan benda bergerak
a. Jaminan gadai

Gadai terjadi apabila nasabah yang meminta kredit pada bank itu yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah barang-barang bergerak seperti televisi, radio serta surat-surat berharga lainnya. Mengenai gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam buku II title 20 dari pasal 1150-1160. pengertian gadai terdapat dalam pasal 1150, yaitu :
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.10)
Dalam gadai penyerahan atas benda jaminan adalah merupakan penyerahan mutlak lantaran gadai baru dikatakan sah apabila barang jaminan tersebut berada pada debitur. Seandainya pemberi gadai wanprestasi, maka pemegang gadai dapat menjual benda gadai di muka umum untuk mengambil pelunasan dari penjualan benda gadai tersebut.
Dengan adanya perjanjian tentnag piutang dengan jaminan gadai, maka timbul hak-hak pemegang gadai dan kewajiban gadai. Adapun hak-hak pemegang gadai adalah sebagai berikut :

· Menahan barang sampai dilunasi baik hutang pokok beserta bunga, ongkos dan biaya-biaya;

· Menjual barang gadai apabila tidak menepati waktu pembayaran dan penjualan dilakukan di depan umum dan lazimnya dijual lelang, sedangkan sebelumnya telah diberitahukan kepada pemilik bahwa barang gadai akan dijual (somatie);
· Meminta penggantian biaya dan ongkos-ongkos yang diperlukan untuk pemeliharaan barang gadai itu kepada pemberi gadai;

· Menggadaikan barang gadai tersebt (gadai ulang) kecuali dalam perjanjian diperjanjian sebaliknya.

Disamping itu pemegang gadai mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap barang gadai itu, yakni :
· Bertanggung jawab apabila barang gadai hilang atau merosot harga/nilainya akibat kelalaiannya;

· Memberitahukan kepada pemberi gadai apabila barang gadai akan dijual;

· Memperhitungkan hasil penjualan barang gadai dan kemudian mengembalikan sisa penjualan barang gadai kepada pemberi gadai;

· Mengembalikan barang gadai jika hutang pokok, bunga dan biaya-biaya telah dilunasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian gadai adalah bersifat accessoir atau perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok (hutang-piutang), sehingga dengan hapusnya perjanjian pokok maka hapuslah perjanjian itu.
b. Fiducia Eigendom Overdracht (FEO)
Fiducia Eigendom Overdracht sering terjadi dalam dunia perbankan dan yang dijadikan barang jaminan adalah barang bergerak, tetapi barang-barang jaminan bergerak itu tidak diserahkan kepada kreditur tetapi barang-barang tersebut tetap dikuasai dan digunakan oleh si pemilik barang semula. Oleh karena itu untuk menghindari adanya hak tanpa melawan hukum, maka dituangkan cara bagaimana bentuk lembaga hukum  yang dikenal dengan “Fiducia Eigendom Overdracht” atau dipergunakan hak atas dasar “kepercayaan”, disini yang dimaksud adalah kepercayaan kreditur untuk debitur atas barang yang dijaminkan untuk tetap dalam penguasaan debitur.
Fiducia Eigendom Overdracht tidak diatur dalam undang-undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi terjadi dalam praktek kebiasaan sehari-hari dalam masyarakat. Oleh karena itu guna mencegah sengketa antara pihak bank dengan nasabah biasanya dibuat suatu perjanjian yang jelas, lengkap dan sempurna atas nasabah dengan pihak bank, sehingga sengketa tersebut cukup diselesaikan dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
Jaminan merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam mempertimbangkan suatu permohonan kredit. Tujuannya untuk menambah kepastian bahwa kredit yang diberikan oleh kreditur benar-benar terjamin pengembaliannya kelak di kemudian hari, sehingga dengan demikianlah dapat dikatakan jaminan berfungsi sebagai kunci pengaman andaikan pihak debitur mengalami wanprestasi dalam arti seorang debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama.
Kegunaan dari benda jaminan itu adalah :

a. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatakan bahwa bank tidak akan memberikan kredit tanpa jaminan, serta untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang berbunyi :

(1) Dalam memberikan kredit atas pembiayaan berdasarkan Prinsip  Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
(2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Dengan demikian dari ketentuan pasal 8 tersebut di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan akan kegunaan daripada jaminan tersebut yakni untuk mengurangi resiko yang mungkin timbul sehingga perlunya pihak bank untuk mengadakan penilaian terlebih dahulu secara seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari seorang debitur. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan pihak kreditur dalam hal ini pihak bank bahwa seorang debitur apabila sudah tepat waktunya seperti yang disepakati mampu untuk mengembalikan hutangnya.

b. Untuk memberikan hak dan kekuasaan pada seorang kreditur untuk mengambil pelunasan dari jaminan itu.
c. Memberikan dorongan kepada debitur agar :

· Betul-betul menjalankan usahanya, kalau hal tersebut diabaikan resikonya terhadap barang jaminan akan hilang;

· Betul-betul memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani antara kreditur dan debitur.
d. Untuk membatasi debitur mengambil kredit di bank atau lembaga keuangan yang lain.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelunasan Hutang Apabila Penerima Pensiun Wanprestasi atau Meninggal Dunia
Demi tercapainya kelancaran dalam penerimaan kredit dengan jaminan hak atas pensiun tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung yang antara lain prosedur pelaksanaannya mudah, memperoleh uang jaminan di BANK MANDIRI waktunya relatif singkat yakni setelah perjanjian selesai pada saat itu juga uang dapat diterima dan kredit dengan jaminan hak atas pensiun ini kemungkinan tidak terbayar sangatlah kecil.
Pada hakekatnya pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun ini, pengambilannya tidak mengalami kesulitan karena angsuran pinjamannya langsung dipotong oleh Kantor Pembendaharaan Negara dalam hal ini Kantor Pos yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pemotongan pensiun yang dikirim oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Akan tetapi bukan berarti pemberian kredit dengan hak atas pensiun ini tidak ada kendala yang menghambat kelancaran pengembalian kredit pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian peminjam yang menunggak dalam pembayaran kredit.

Adapun yang menjadi sebab adanya tunggakan, terbagi menjadi dua hal yaitu :

1. Peminjam mengalami wanprestasi

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang yang sepakat mengikatkan diri tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya atau cidera janji. Adapun bentuk wanprestasi meliputi :

a. Melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian;

b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna atau terlambat;

c. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Apabila bentuk wanprestasi di atas dihubungkan dengan penunggakan yang terjadi dalam pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun, maka dapat digolongkan dalam bentuk wanprestasi “melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak sempurna”. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Surat Pengakuan Hutang model 84 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri pada alinea keempat disebutkan bahwa pembayaran angsuran setiap bulannya tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh).
Meskipun dalam persyaratan pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun itu dilampiri dengan Surat Kuasa Pemotongan Pensiun (SKPP), tetapi kewenangan bagi Kantor Pos untuk memotong pensiun tersebut bersifat tidak mutlak karena apabila si penerima pensiun tidak mengambil uang pensiunnya, maka Kantor Pos tidak bisa memotong tentunya hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Kuasa Pemotongan Pensiun (SKPP) yang dikirim BANK MANDIRI Cabang Samarinda kepada Kantor Pos dimana nasabah atau peminjam bertempat tinggal.

Lain halnya dengan pemberian kredit dengan jaminan gaji pegawai dimana sifat dari Surat Kuasanya bersifat mutlak artinya gaji tersebut diambil atau tidak diambil, tetap dilakukan pemotongan untuk dibayarkan angsuran kepada bank yang bertindak selaku krediturnya. Di Samarinda bagi seorang pegawai yang akan mengajukan permohonan kredit di Bank Mandiri, disamping dilampirkan surat kuasa pemotongan gaji juga harus mendapat persetujuan dari bendahara instansi yang bersangkutan sehingga kewenangan untuk memotong gaji bersifat mutlak, tentunya berbeda dengan jaminan hak atas pensiun.

 Adapun sebab-sebab peminjam tidak mengambil uang pensiun adalah :

· Sedang bekerja di luar kota;

· Sedang bepergian ke luar kota dengan waktu yang cukup lama;

· Tak ada yang diberikan kuasa untuk mengambil uang pensiun tersebut.
2. Peminjam mengalami overmacht
Overmacht adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu melaksanakan kewajibannya disebabkan lantaran suatu kejadian yang berada di luar kemampuannya, antara lain disebabkan karena meninggal dunia. Meninggal dunia bisa dikategorikan sebagai suatu overmacht dikarenakan meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan dari orang yang bersangkutan atau lebih jelasnya orang itu tidak mampu menahan atau menolak peristiwa yang akan terjadi.
B. Upaya Bank Untuk Menyelesaikan Kredit Yang Masih Belum Terbayar

Di dalam Surat Pengakuan Hutang model 84 disebutkan bahwa persetujuan ini bersama-sama dengan segala hubungannya dan segala akibatnya dikuasai oleh Algemeene Volkcredietverband seperti yang ditetapkan di hadapan serta disimpan pada Notaris Mr. Van Ophusen di Jakarta dengan Akte Notaris No. 12 tanggal 3 September 1938. Dengan demikian ketentuan di atas berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Sejalan dengan faktor-faktor yang dapat menimbulkan lahirnya penunggakan atau kredit yang masih belum terbayar, maka bank harus semakin selektif memilih nasabah. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya tentang sebab-sebab terjadinya penunggakan, maka berkenaan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh bank dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Samarinda adalah sebagai berikut :

a. Bagi pensiunan yang mengalami wanprestasi dengan disebabkan tidak diambilnya uang pensiun, maka upaya yang akan dilakukan oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda adalah melihat terlebih dulu berapa kali dia melakukan penunggakan apabila penunggakan telah terjadi tiga kali secara berturut-turut, maka pihak bank akan mendatangi Kantor Pos dimana si nasabah itu biasa mengambil uang pensiun tersebut untuk dimintai penjelasan apa yang menjadi penyebab tidak terbayarnya angsuran pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Setelah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari tidak terbayarnya angsuran itu, maka pihak bank akan mendatangi alamat dari peminjam untuk memberikan somasi atau peringatan bahwa dengan terlambatnya pembayaran angsuran itu akan merugikan nasabah itu sendiri, yang antara lain :

· Sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang model 98 pada alinea keempat disebutkan bahwa “tiap-tiap jumlah angsuran yang terlambat dibayar, yang berhutang dikenakan denda bunga sebesar 50% dari suku bunga yang berlaku setiap bulannya”.

· Sebagai pertimbangan bagi bank bahwa nasabah itu tidak rajin mengangsur, sehingga apabila di kemudian hari ingin mengambil maka akan mengalami kesulitan.
BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun ini, pengambilannya tidak mengalami kesulitan karena angsuran pinjamannya langsung dipotong oleh Kantor Pembendaharaan Negara dalam hal ini Kantor Pos yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pemotongan pensiun yang dikirim oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Akan tetapi bukan berarti pemberian kredit dengan hak atas pensiun ini tidak ada kendala yang menghambat kelancaran pengembalian kredit pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian peminjam yang menunggak dalam pembayaran kredit. Adapun yang menjadi sebab adanya tunggakan adalah peminjam mengalami wanprestasi dan atau mengalami overmacht.

2. Bahwa upaya yang dilakukan oleh bank dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Samarinda dalam menyelesaikan kredit yang masih belum terbayar adalah sebagai berikut :

a. Bagi pensiunan yang mengalami wanprestasi dengan disebabkan tidak diambilnya uang pensiun, maka upaya yang akan dilakukan oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda adalah melihat terlebih dulu berapa kali dia melakukan penunggakan apabila penunggakan telah terjadi tiga kali secara berturut-turut, maka pihak bank akan mendatangi Kantor Pos dimana si nasabah itu biasa mengambil uang pensiun tersebut untuk dimintai penjelasan apa yang menjadi penyebab tidak terbayarnya angsuran pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Setelah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari tidak terbayarnya angsuran itu, maka pihak bank akan mendatangi alamat dari peminjam untuk memberikan somasi atau peringatan bahwa dengan terlambatnya pembayaran angsuran itu akan merugikan nasabah itu sendiri.

b. Upaya bank bagi peminjam yang meninggal dunia, maka terlebih dulu melihat atau harus mengetahui usia dari peminjam. Hal ini dilakukan mengingat bahwa usia peminjam ini mempengaruhi dan menentukan asuransi mana yang menjamin si penerima pensiun tersebut. Dengan demikian apabila ada peminjam yang meninggal dunia sedang kreditnya belum terlunasi, maka upaya Bank Mandiri Cabang Samarinda yaitu melakukan klaim terhadap asuransi dimana surat keputusan tersebut menjadi tanggungannya yang didasarkan atas usia peminjam. Pengajuan klaim ini didasarkan atas sisa sebenarnya yang bertepatan dengan bulan meninggalnya si penerima pensiun.

B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1.  Dibukanya pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun oleh Bank Mandiri Cabang Samarinda perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara luas dan merata dalam masyarakat untuk dan waktu yang akan datang, lantaran praktek pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun sedikit banyak memberikan andil yang positif terhadap kehidupan masyarakat karena dapat mengurangi adanya praktek peminjaman uang secara gelap dengan bunga yang tinggi yang dapat mencekik masyarakat.
2. Demi untuk tercapainya pemberian kredit seperti yang dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yakni untuk meningkatkan taraf hidup rakyat serta menunjang pembangunan, maka agar diusahakan penerangan bagi pemimjam atau penerima pensiun yang mendapatkan kredit dari bank. Untuk menggunakan uang tersebut demi keperluan yang menunjang kehidupannya, sehingga pemberian kredit dirasa tidak sia-sia.

3. Mengingat pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun mempunyai kelebihan dari jaminan yang lain yaitu prosedur pelaksanaannya mudah, memperolah uang pinjaman relatif singkat, hal ini akan dimungkinkan akan adanya kecenderungan calon peminjam akan meningkat untuk waktu yang akan datang. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijaksanaan untuk membuka kesempatan pada bank-bank pemerintah lainnya atau bank-bank swasta lainnya untuk menerima jaminan hak atas pensiun sebagai syarat menerima kredit sehingga bukan hanya monopoli bank pemerintah saja.

4. Untuk menanggulangi faktor-faktor penghambat yang sering terjadi dalam praktek perbankan khususnya dalam praktek hak atas pensiun sebagai jaminan hutang pada bank yang terkadang dalam pemenuhan angsurannya masih ada penunggakan, maka pihak bank selaku kreditur untuk lebih memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.
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